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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 
 

 
 

 
 

 

BUPATI GARUT 
 

LD. 3  2013 

R 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 3 TAHUN 2013   

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2013-2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten Garut telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah 2001-2010; 

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan dan untuk 
mengarahkan pembangunan kepariwisataan di 

Kabupaten Garut agar dapat berkontribusi 
terhadap peningkatan kualitas lingkungan 

alam dan budaya, peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu ditinjau kembali untuk 
disesuaikan; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) 
dan Pasal 9  ayat (3) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten 

dilakukan berdasarkan rencana induk 
pembangunan kepariwisataan yang diatur 

dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2017. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4377); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5059); 
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168); 

10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4626); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 4655); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4655); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 

tentang Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5230); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Nasional Tahun             2010 - 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5262);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata 

Cara Kerjasama Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

 

 

 


